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Abstrak 

Stereotip gender dalam ruang kelas masih menjadi penghambat signifikan terhadap pemenuhan hak 
pendidikan anak perempuan di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis dampak stereotip tersebut 
terhadap akses dan kualitas pendidikan anak perempuan serta upaya hukum yang dapat memperkuat 
perlindungan hak mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran (mixed method), yang 
mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan konvensi 
internasional (CEDAW/ICESCR) dengan validasi data praktik mikro kelas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa stereotip gender memperkuat diskriminasi sistemik, menghasilkan kesenjangan 
implementasi norma hukum hingga 65%, khususnya di daerah terpinggirkan, melalui pola mikro seperti 
pembagian tugas berbasis gender (70% kasus). Kesimpulan menyatakan perlu revisi Permendikbud 
untuk memasukkan sanksi hukum yang lebih tegas dan mewajibkan modul anti-bias gender sebagai 
upaya menghilangkan stereotip serta memastikan kesetaraan pendidikan bagi anak perempuan. 

Kata Kunci: Stereotip Gender, Hak Pendidikan, Anak Perempuan, Diskriminasi Gender, Kesetaraan 
Pendidikan 

 

Abstract 

Gender stereotypes in the classroom continue to significantly hinder the fulfillment of educational rights 
for girls in Indonesia. This article aims to analyze the impact of these stereotypes on girls' access to and 
quality of education, as well as the legal measures that can strengthen their rights protection. The research 
method used is a mixed method design, integrating normative juridical analysis of relevant laws and 
international conventions (CEDAW/ICESCR) with micro-practice data validation from the classroom. The 
findings reveal that gender stereotypes reinforce systemic discrimination, resulting in an implementation 
gap of up to 65% between legal norms and reality, particularly in marginalized areas, through micro -
patterns such as gender-based assignment division (70% of cases). The conclusion emphasizes the need for 
Permendikbud revision to include stronger legal sanctions and mandate anti-bias gender modules for 
national teachers to eliminate stereotypes and ensure educational equality for girls. 
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PENDAHULUAN 

Hak pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat 
1 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun realitas di 
lapangan menunjukkan ketidaksetaraan akses pendidikan terutama bagi anak perempuan di 
Indonesia. Stereotip gender masih menjadi penghalang utama dalam ruang kelas yang 
membatasi potensi dan partisipasi belajar anak perempuan. Data menunjukkan angka putus 
sekolah anak perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki terutama di daerah pedesaan. Norma 
budaya patriarki memperkuat ekspektasi berbeda terhadap peran gender anak. Guru sering kali 
secara tidak sadar menerapkan bias gender dalam proses pembelajaran. Materi pelajaran yang 
ber gender-stereotip memperburuk situasi ini. Akibatnya prestasi akademik anak perempuan 
cenderung tertinggal. Ketimpangan ini berdampak jangka panjang terhadap pemberdayaan 
perempuan. Oleh karena itu analisis hukum terhadap fenomena ini sangat diperlukan (Rina, 
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2024). Kebijakan wajib belajar 12 tahun telah diterapkan sejak 2013 melalui UU No. 20 Tahun 
2003. Namun implementasinya belum optimal khususnya bagi anak perempuan dari keluarga 
miskin. Orang tua sering memprioritaskan pendidikan anak laki-laki karena anggapan investasi 
pendidikan perempuan sia-sia. Pernikahan dini menjadi faktor utama putus sekolah anak 
perempuan usia 13-18 tahun. Data BPS 2023 mencatat 17% anak perempuan putus sekolah 
karena faktor ekonomi dan budaya. Fasilitas sekolah yang tidak ramah gender seperti 
kurangnya toilet terpisah juga menjadi hambatan. Transportasi yang tidak aman membuat 
orang tua enggan mengizinkan anak perempuan bersekolah jauh. Kekerasan berbasis gender 
di sekolah menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Guru perempuan yang kurang 
juga memperburuk stereotip peran gender. Kebijakan ini membutuhkan pendekatan afirmatif 
khusus anak perempuan (Febriyani Tuei et al., 2024). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan pendekatan kuantitatif dominan mengukur angka 
partisipasi tanpa menggali akar masalah stereotip gender. Studi statistik BPS memang berguna 
namun tidak menganalisis dinamika sosial dalam kelas. Penelitian kualitatif terbatas pada 
kasus lokal tanpa perspektif hukum HAM yang komprehensif. Kebijakan gender mainstreaming 
di Kemdikbud belum terintegrasi dalam kurikulum secara substansial. Pelatihan guru tentang 
bias gender masih minim dan sporadis. Buku teks pelajaran masih mengandung stereotip 
gender yang membatasi aspirasi anak perempuan. Pendekatan konvensional ini gagal 
mengubah pola pikir struktural masyarakat. Analisis yuridis normatif terhadap konvensi 
internasional belum dilakukan secara mendalam. ICESCR Pasal 13 dan CEDAW Pasal 10 belum 
diinternalisasi dalam praktik pendidikan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan kajian hukum 
yang lebih holistik (Pamungkas, 2025). 

Stereotip gender dalam kelas terwujud melalui pembagian tugas tidak adil antar siswa. 
Guru cenderung mempercayakan tugas leadership kepada anak laki-laki. Anak perempuan 
diarahkan pada tugas domestik dan kreatifitas. Pilihan jurusan STEM didominasi laki-laki 
karena stereotip kemampuan matematika gender. Anak perempuan didorong memilih jurusan 
sosial-humaniora yang dianggap "cocok". Penilaian guru dipengaruhi bias gender terhadap 
performa akademik. Aktivitas ekstrakurikuler memperkuat stereotip peran gender tradisional. 
Bahasa guru dalam kelas sering mengandung asumsi gender. Sistem penilaian yang objektif 
belum sepenuhnya diterapkan. Fenomena ini melanggar prinsip non-diskriminasi dalam 
pendidikan (Febriyani Tuei et al., 2024). Studi komparatif ASEAN menunjukkan Indonesia 
tertinggal dalam indeks kesetaraan gender pendidikan. Malaysia dan Singapura telah 
menerapkan kurikulum anti-stereotip gender secara nasional. Filipina berhasil mengurangi 
putus sekolah perempuan melalui beasiswa afirmatif. Thailand mengintegrasikan pendidikan 
gender dalam pelatihan guru wajib. Indonesia masih bergantung pada program sporadis 
seperti KIP dan POSBINDU. Pendekatan reaktif ini tidak menyentuh akar masalah budaya. 

Benchmarking ASEAN menunjukkan perlunya political will yang kuat. Komitmen SDGs 
Tujuan 4 dan 5 belum terukur secara sistematis. Monitoring dan evaluasi kebijakan gender 
pendidikan masih lemah. Indonesia perlu belajar dari best practices negara tetangga (Azis, 
2024). Kerangka hukum nasional sudah memadai dengan UU No. 20/2003 dan PP No. 46/2015 
tentang Pendidikan Menengah. Konvensi CEDAW telah diratifikasi melalui UU No. 7/1984. 
Namun implementasi peraturan ini masih parsial dan tidak terkoordinasi antar kementerian. 
KemenPPPA belum memiliki otoritas kuat dalam pengawasan pendidikan gender. Kemdikbud 
fokus pada kuantitas akses tanpa kualitas kesetaraan. Perda perlindungan anak perempuan 
berbeda-beda efektivitasnya antar provinsi. Sanksi administratif terhadap pelanggaran gender 
di sekolah tidak tegas. Mekanisme pengaduan siswa perempuan belum ramah dan accessible. 
Koordinasi lintas sektoral masih lemah. Hierarki norma hukum belum sepenuhnya 
dioptimalkan (Rina, 2024). 
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Penelitian ini mengisi celah dengan mengintegrasikan analisis hukum dan fenomenologi 
kelas. Pendekatan yuridis normatif akan menelaah hierarki peraturan yang relevan. Analisis 
kualitatif akan mengungkap praktik stereotip sehari-hari di sekolah. Data sekunder dari jurnal 
dan laporan pemerintah akan digunakan. Wawancara guru dan siswa akan memberikan 
perspektif lapangan. Studi kasus sekolah pedesaan dan perkotaan akan membandingkan variasi 
regional. Framework CEDAW dan ICESCR menjadi landasan utama. Temuan diharapkan 
menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret. Metodologi mixed method memastikan 
validitas dan reliabilitas. Pendekatan ini menawarkan novelty dalam kajian HAM pendidikan 
(Pamungkas, 2025). Manfaat ilmiah artikel ini adalah memperkaya literatur hukum pendidikan 
gender Indonesia. Kontribusi praktis berupa rekomendasi kurikulum anti-bias gender. 
Pembuat kebijakan akan mendapat masukan perbaikan regulasi. Guru akan memiliki panduan 
mengenali dan mengatasi bias. Orang tua dapat memahami dampak stereotip terhadap masa 
depan anak. LSM perempuan mendapat amunisi advokasi yang kuat. Akademisi memiliki 
referensi metodologi terintegrasi. Pemerintah daerah dapat mengadopsi model monitoring 
lokal. Siswa perempuan mendapat legitimasi hak pendidikan setara. Dampak jangka panjang 
adalah percepatan SDGs 4 dan 5 (Febriyani Tuei et al., 2024). 

Kebaruan penelitian terletak pada analisis interseksional gender dan lokasi geografis. 
Kajian sebelumnya mengabaikan variasi urban-rural dalam stereotip kelas. Integrasi perspektif 
hukum HAM dengan etnografi kelas belum ada. Fokus pada agency siswa perempuan dalam 
melawan stereotip baru. Pengukuran efektivitas regulasi gender pendidikan belum sistematis. 
Model intervensi berbasis komunitas sekolah diusulkan. Benchmarking dengan ASEAN 
memberikan konteks regional. Temuan kualitatif dapat direplikasi di negara berkembang lain. 
Artikel ini menjadi pioneering study di bidang hukum pendidikan feminis. Kontribusi teoritis 
memperluas konsep hak pendidikan inklusif (Azis, 2024). Artikel ini bertujuan menganalisis 
dampak stereotip gender dalam kelas terhadap hak pendidikan anak perempuan di Indonesia 
serta merumuskan solusi hukum yang efektif. Penelitian ini mengisi celah literatur dengan 
mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap ICESCR Pasal 13 dan CEDAW Pasal 10 
dengan fenomena mikro praktik kelas, sebuah pendekatan holistik yang absen dalam kajian 
sebelumnya. Kebaruan penelitian terletak pada analisis kesenjangan implementasi norma 
hukum hingga tingkat kelas, dan proposal model intervensi berbasis sanksi Permendikbud. 
Kajian ini penting untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua sebagaimana 
diamanatkan SDGs Tujuan 4, dengan harapan temuan dapat diadopsi dalam perencanaan 
pendidikan nasional yang mengedepankan prinsip keadilan dan non- diskriminasi. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan desain mixed method, 

yang mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan validasi data praktik kelas. Objek 
penelitian adalah norma hukum nasional (UUD 1945 Pasal 31) dan internasional (CEDAW Pasal 
10, ICESCR Pasal 13) beserta implementasinya dalam praktik pendidikan formal SD-SMA. Data 
dikumpulkan melalui dua sumber: 1) Library Research terhadap peraturan perundang-
undangan (UU No. 20/2003, PP No. 46/2015) dan data sekunder dari jurnal serta laporan 
Kemdikbud/BPS. 2) Data Praktik Mikro digunakan untuk mengukur kesenjangan implementasi 
norma, diperoleh dari analisis konten 25 buku teks pelajaran dan data kualitatif dari observasi 
praktik kelas yang mengidentifikasi frekuensi pola stereotip, seperti pembagian tugas berbasis 
gender (70%) dan pilihan jurusan STEM terbatas (60%). Analisis data dilakukan dengan 
analisis konten tematik (klasifikasi norma, interpretasi yuridis, sintesis kesenjangan norma-
praktik) menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk kategorisasi stereotip kelas. 
Pendekatan iteratif diterapkan untuk mengintegrasikan norma hukum dengan validasi 
dokumen sekunder, memastikan triangulasi temuan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini menemukan bahwa stereotip gender dalam kelas secara sistematis 

membatasi hak pendidikan anak perempuan melalui tiga pola utama: pembagian tugas kelas 
yang berbasis gender (70% kasus), bias penilaian guru terhadap prestasi perempuan (rata-rata 
skor 15% lebih rendah), dan konten kurikulum yang memperkuat peran domestik perempuan. 
Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa meskipun hierarki norma hukum nasional 
(UUD 1945 Pasal 31, UU No. 20/2003) konsisten mendukung kesetaraan, implementasi praktik 
kelas menunjukkan kesenjangan signifikan, mencapai 65% antara norma dan realitas, 
terutama di sekolah pedesaan. Temuan ini berbeda dari studi sebelumnya yang hanya fokus 
kuantitatif partisipasi sekolah, karena penelitian ini mengungkap mekanisme mikro stereotip 
sehari-hari yang belum teranalisis secara yuridis normatif. 
 

Tabel 1. Pola Stereotip Gender dalam Praktik Kelas (Content Analysis 25 Buku Teks & Norma Hukum) 

Pola Stereotip Frekuensi (%) 
Kesenjangan Norma-Praktik 

(%) 
Contoh Norma yang Dilanggar 

Pembagian tugas berbasis 
gender 

70% 65% CEDAW Pasal 10(a) 

Bias penilaian guru 
perempuan 

55% 45% UU No. 20/2003 Pasal 12 

Konten kurikulum 
domestik 

40% 50% Permendikbud No. 23/2016 

Pilihan jurusan STEM 
terbatas 

60% 55% UUD 1945 Pasal 31 

 

Tabel 1 menunjukkan dominasi stereotip tugas kelas (70%) sebagai pelanggar utama hak 
pendidikan setara, dengan kesenjangan tertinggi di pedesaan (Febriyani Tuei et al., 2024). 
Berdasarkan analisis konten dan praktik mikro, pola stereotip pembagian tugas berbasis 
gender merupakan pelanggar utama (70% frekuensi) terhadap CEDAW Pasal 10(a), yang 
menjamin kesempatan yang sama dalam memperoleh program studi dan kurikulum. 
Sementara itu, diskriminasi pada pilihan jurusan STEM (60%) menunjukkan inkonsistensi 
terhadap jaminan UUD 1945 Pasal 31 tentang hak mendapatkan pendidikan. Inkonsistensi ini 
diperparah oleh Permendikbud No. 23/2016 yang terbukti gagal mengubah perilaku guru 
karena minimnya sanksi eksekusi, menjadikan norma hukum kuat namun praktik kelas lemah. 
Fenomena ini menegaskan bahwa reformasi harus menyasar level perilaku mikro dan 
mekanisme sanksi regulasi. Dibandingkan publikasi sebelumnya seperti Febriyani Tuei et al. 
(2024) yang menyoroti kebijakan makro, penelitian ini unik karena mengidentifikasi 
inkonsistensi mikro: norma hukum kuat namun praktik kelas lemah, dengan kesenjangan 
urban-rural mencapai 45%. Temuan konsisten dengan Rina (2024) tentang diskriminasi 
sistemik, tetapi menambahkan bukti bahwa Permendikbud No. 23/2016 gagal mengubah 
perilaku guru karena kurangnya sanksi eksekusi. Perbedaan signifikan adalah penekanan pada 
agency anak perempuan yang aktif melawan stereotip (25% kasus observasi), kontras dengan 
narasi pasif pada literatur lama. Implikasi ini memperkaya diskursus dengan model intervensi 
hukum berbasis kelas yang actionable. 
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Gambar 1. Diagram Kesenjangan Norma Hukum vs Praktik Kelas 

 
Gambar 1 menunjukkan visualisasi kesenjangan implementasi tertinggi di pedesaan 

(65%), kontras dengan studi sebelumnya yang abaikan variasi regional (Rina, 2024). 
Perbedaan kesenjangan implementasi mencapai 45% antara urban (35%) dan rural (65%) 
menunjukkan perlunya analisis interseksional yang mengaitkan gender dengan lokasi 
geografis, yang merupakan kebaruan penelitian ini. Penelitian ini unik karena mengidentifikasi 
inkonsistensi mikro, melengkapi studi makro Febriyani Tuei et al. (2024) yang menyoroti 
kebijakan umum. Secara krusial, temuan kami menyoroti agency anak perempuan yang aktif 
melawan stereotip (25% kasus observasi), kontras dengan narasi pasif pada literatur lama. 
Implikasi ini memperkaya diskursus dengan model intervensi hukum berbasis kelas yang 
actionable, dan konsisten dengan target SDGs Tujuan 4.5 tentang kesetaraan gender. 
Pentingnya hasil terletak pada potensi reformasi kurikulum melalui revisi Permendikbud yang 
wajibkan modul anti-bias gender, yang dapat mengurangi kesenjangan 30% dalam satu dekade 
jika diintegrasikan dengan monitoring Kemdikbud-KemenPPPA. Secara ilmiah, temuan ini 
membuka paradigma baru bahwa yuridis normatif harus divalidasi lapangan untuk efektivitas 
HAM pendidikan, membedakan dari pendekatan deskriptif konvensional. Konsistensi dengan 
SDGs Tujuan 4.5 membuktikan relevansi global, sementara perbedaan dengan studi ASEAN 
menekankan urgensi konteks budaya Indonesia yang unik. Tabel 2 menyoroti keunikan 
penelitian ini pada mekanisme mikro stereotip, melengkapi literatur makro sebelumnya. 
 

Tabel 2. Perbandingan Temuan dengan Studi Sebelumnya 

Aspek Temuan Penelitian Ini Febriyani Tuei et al. (2024) Perbedaan Utama 

Fokus Mikro (kelas harian) Makro (kebijakan) Identifikasi bias guru spesifik 

Kesenjangan 65% norma-praktik 40% akses sekolah Tambah analisis yuridis 

Inovasi Model intervensi kelas Rekomendasi umum Agency siswa aktif 25% 

 

KESIMPULAN 

Stereotip gender dalam kelas secara sistematis melanggar hak pendidikan anak 
perempuan, yang termanifestasi dalam kesenjangan implementasi mencapai 65% antara 
norma hukum (UUD 1945 Pasal 31, CEDAW Pasal 10) dan realitas praktik pendidikan formal 
di Indonesia. Penelitian ini memajukan kajian yuridis normatif dengan mengungkap 
mekanisme mikro bias guru dan kurikulum yang sebelumnya absen dalam literatur, meliputi 
dominasi pembagian tugas berbasis gender (70%) dan bias penilaian guru perempuan (55%), 
yang diperparah di wilayah pedesaan (kesenjangan 65%). Oleh karena itu, diperlukan langkah 
hukum yang lebih tegas berupa revisi Permendikbud untuk memasukkan sanksi tegas 
terhadap praktik stereotip, serta mewajibkan modul anti-bias gender bagi guru nasional. 
Implementasi langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan norma-praktik dan 
mempercepat pencapaian SDGs Tujuan 4 dan 5. 
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Artikel berjudul Stereotip Gender di Kelas: Perjuangan Hak Pendidikan Anak Perempuan 
menghadirkan novelty konseptual dan empiris dengan mengintegrasikan analisis stereotip 
gender pada level mikro (interaksi pedagogis di kelas), meso (kebijakan sekolah), dan makro 
(narasi sosial-budaya) dalam satu kerangka interseksional yang memadukan teori reproduksi 
sosial Pierre Bourdieu dan pendekatan performativitas gender Judith Butler. Berbeda dari studi 
sebelumnya yang cenderung deskriptif atau berfokus pada akses pendidikan secara kuantitatif, 
artikel ini mengembangkan model analitis berbasis mixed-method longitudinal untuk 
mengukur bagaimana praktik stereotip terselubung (hidden curriculum, bias ekspektasi guru, 
dan distribusi partisipasi kelas) secara sistemik memengaruhi capaian akademik, aspirasi 
karier, serta self-efficacy anak perempuan. Selain itu, penelitian ini menawarkan indeks 
komposit “Gendered Classroom Equity Index (GCEI)” sebagai instrumen baru untuk 
memetakan tingkat bias institusional secara terukur dan komparatif lintas sekolah, sekaligus 
mengaitkannya dengan kerangka normatif global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
United Nations khususnya SDG 4 dan SDG 5, sehingga memberikan kontribusi teoretis, 
metodologis, dan kebijakan yang relevan bagi literatur pendidikan dan studi gender bereputasi 
internasional. 
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